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Abstract

An orphanage is a childcare institution that should operate in accordance with the
National Standards for Childcare (SNPA) and the Convention on the Rights of the Child (CRC).
Therefore, it must implement its activities and services in line with nationally established
standards and relevant legislation to ensure the full realization of children's rights. The rights of
foster children are regulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which defines a child as
any person under the age of 18. This qualitative research aims to examine the fulfillment of
children’s rights in the Muhammadiyah orphanage. The legal basis for children’s civil rights in
Indonesia was originally laid out in Law No. 4 of 1979 on Child Welfare. This was later expanded
through Law No. 35 of 2014, which guarantees broader protection for children. Child welfare
today includes not only social and economic needs, but also judicial protection and care for
neglected children, street children, and victims of physical or sexual abuse.

Keywords: Orphanages, Children's Rights, Child Protection, Foster Children.

Abstrak

Panti asuhan merupakan tempat pengasuhan yang sesuai dengan Standar Nasional
Pengasuhan Anak (SNPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga harus memahami standar
dalam melakukan kegiatan panti dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan secara nasional dan Undang-undang agar anak mendapat pemenuhan hak
sebagai seorang anak seutuhnya. Hak anak asuh diatur dalam Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermakna suatu penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk meneliti terpenuhi hak hak anak di panti asuhan Muhammadiyah dari hasil
penelitian Pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia yaitu Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana di dalam mengatur tentang
hak-hak anak, perubahan-perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak yang
memiliki ruang lingkup yang luas, dimana kesejahteraan anak bukan hanya berupa kebutuhan
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sosial serta ekonomi saja, namun seperti perlindungan di bidang peradilan, anak terlantar,
anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta lain sebagainya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan, Hukum, Anak.

1. PENDAHULUAN
Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kasih sayang, dan

tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran,
kehendak sendiri yang semuanya merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat
struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-
kanak.! Secara umum, masyarakat memandang anak sebagai sumber
kebahagiaan. Terlihat dalam setiap prosesi pernikahan, terselip doa dan
harapan agar pasangan yang menikah segera dikaruniai anak. Kehadiran anak
diharapkan membawa manfaat bagi keluarga di masa depan. Anak juga
dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan dipandang
sebagai aset paling berharga, melebihi harta benda lainnya.?

Perlindungan anak adalah upaya menciptakan kondisi anak dapat
tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial secara wajar.
Mencerminkan adanya perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat,
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Perlindungan anak berdampak hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan
hukum menjadi jaminan utama pelaksanaannya. Hukum merupakan jaminan
bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak harus dimulai sejak dalam kandungan hingga usia
18 tahun. Berdasarkan konsep perlindungan yang menyeluruh, Undang-

undang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup,

1 Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan
Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Jurnal Dialektika Hukum 2, no. 1 (2020):
57-82, https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510.

2 Irpan Rizaldi Harahap, Sulaiman Sulaiman, and Muhammad Nasir, “Tanggung Jawab
Hukum Panti Asuhan Namira Sebagai Wali Terhadap Anak Asuh Di Wilayah Rantaup Rapat,”
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 3 (2024),
https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17097.
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kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat
anak. Perlindungan ini terbagi dalam dua bentuk:
a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis: Perlindungan dalam bidang
hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis: Perlindungan dalam
bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.3

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan
Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Seorang anak berhak atas kehidupan dan tumbuh kembang yang layak.
Anak asuh di panti juga memiliki hak atas fasilitas pendidikan, mengingat
sebagian besar aktivitas mereka berlangsung di lingkungan tersebut. Namun,
dalam kenyataannya, pemenuhan hak-hak anak oleh pengelola panti masih
belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Panti asuhan berperan melindungi anak dari ketelantaran, eksploitasi,
dan kekerasan, serta menjamin kesejahteraan dan kebutuhan anak. Panti juga
diharapkan menjadi pusat pengembangan anak. Sudah saatnya negara yang
diwakili oleh pemerintah juga melindungi hak anak atas pendidikan dasar.

Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.5

3 R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan
Memenuhi Hak-Hak Anak,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250-358.

4 Disusun Sebagai et al., “Kajian Kesiapan Dan Kesesuaian Desain Child Friendly Space
Berdasarkan Standar Unicef,” 2024.

5 Rulan Aprestiandy Sonya, Otonomi 20 (2020): 396-406.
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No | Penulisd Judul Fokus Temuan Keterbatasan/ Rencana Kebaruan (Novely)
an Penelitian Utama Gap Penelitian Penelitian Baru yang ditawarkan
Tahun Terdahulu Terdahulu

1. | Yuli Evektivitas Mengetahui dasar Tidak membahas | Menganalisis lebih | Pada Perlindungan
Dahneri Perlindungan bahwa Kekerasan scara rinci isi spesifik Hukum Terhadap
Nasution, | Hukum Rumah Tangga tentang penyusunan Anak Korban
2022.6 Terhadap merupakan suatu perlindungan tentang Kekerasan Rumah

Anak Korban tindakan yang anak di panti perlindungan anak | Tangga dan Keegoisan
Kekerasan betujuan untuk asuhan. terhadap anak di Orang Tua Terhadap
Dalam Rumah | melukai seseorang panti asuhan Anak, sedangkan
Tangga atau barang. penelitian ini
Menurut Perlindungan berfokus pada
Undang- Hukum atas anak Perlindungan Hukum
undang Nomor | diartikan sebagai Terhadap Anak
35 Tahun 2014 | upaya perlindungan Berdasarkan Undang-
Tentang hukum terhadap undang Nomor 35
Perlindungan hak asasi anak dan Tahun 2014 di Panti
Anak kepentingan yang Asuhan

berkaitan erat Lhokseumawe

dengan

kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak

merupakan suatu

pengaturan dan

pemenuhan

kebutuhan yang

diajukan untuk

menjamin

pertumbuhan dan

perkembangan anak

dengan wajar, baik

secara rohani,

jasmani maupun

sosial.

2. | Rahmah Perlindungan Untuk mengetahui Tidak membahas | Mengkaji pada Pada kekerasan
Juhari, Hukum adanya terjadi scara rinci isi kekerasan seksual | seksual yang sering
20227 Terhadap Kekerasan seksual tentang yang sering terjadi | terjadi pada anak-

Anak Korban pada anak yaitu perlindungan pada anak-anak anak dan para korban
Kekerasan bentuk penyiksaan anak di panti dan para korban lainnya, sedangkan
Seksual (Studi | anak, orang dewasa | asuhan. lainnya, Segala penelitian ini

Penelitian di

atau remaja yang
lebih tua

bentuk perlakuan
yang mengganggu

berfokus pada
Perlindungan Hukum

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022.

6 Yuli Dahneri Nasution, Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Aceh, 2022.
7 Rahmah Juhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,
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Kabupaten menggunakan anak dan merusak hak- | Terhadap Anak
Aceh Timur untuk rangsangan hak dasarnya Berdasarkan Undang-
seksual. Kejahatan dalam berbagai undang Nomor 35
seksual terhadap bentuk seperti Tahun 2014 di Panti
anak merupakan kekerasan seksual | Asuhan
suatu problematika yang tidak ber Lhokseumawe.
yang terjadi dalam perikemanusiaan
kehidupan harus segera
masyarakat. dihentikan tanpa
Kejahatan seksual terkecuali
merupakan kasus
yang semakin
darurat dan terus
meningkat setiap
tahunnya, anak-
anak yang
seharusnya masih
sangat
membutuhkan kasih
sayang dan
perhatian yang
cukup besar dari
keluarganya
maupun masyarakat
namun pada
kenyataan sering
menjadi korban
kekerasan seksual.
Ayu Rizki | Implementasi | untuk mengetahui Tidak terlalu Menganalisis Berfokus pada
Monica Pemenuhan dasar anak menjadi | menyeluruh efektivitas dan Implementasi
Panggabe | Hak-Hak penerus perjuangan | akibat hak-hak hak-hak anak Pemenuhan Hak-Hak
an, 20228 | Keperdataan bangsa yang anak di panti memberikan Keperdataan Anak
Anak Panti menentukan Nasib asuhan kesejahteraan dan | Panti Asuhan di
Dalam bangsa yang akan Mohd.Yasin kesetaraan Mohd. Yasin
Perspektif tiba. Kemajuan Tambunan terhadap anak- Tambunan sedangkan
Undang- suatu bangsa yang anak yang di penelitianini berfokus
undang Nomor | menentukan krusial lantarkan orang pada Perlindungan
Tahun 2014 serta tergantung tua dan bagaimana | Hukum Terhadap
Tentang dengan bagaimana perlakuan negara | Anak Berdasarkan
Perlindungan bangsa mendidik terhadap anak Undang-undang
Anak (Studi serta melindungi dilantarkan Nomor 35 Tahun
Pada Panti generasi belia melalui panti 2014 di Panti Asuhan
Asuhan terkhususnya anak- asuhan di panti Lhokseumawe
Mohd.Yasin anak, proteksi anak asuhan Menyoroti dampak
Tambunan)”. perlu menerima keputusan

perhatian spesifik
didalam
Pembangunan

pemerintah terhadap
anak di panti asuhan.

8 Ayu Rizki Monica Panggabean, Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan
Anak Panti Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Medan Area, Medan, 2022.
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kesejahteraan anak.
Negara menjadi
tempat berlindung
warganya yang
wajib memberikan

jaminan
perlindungan
terhadap anak.
Panoto, Pelaksanaan Meneliti Tidak terlalu Menganalisis Berfokus pada hak-
2019.° Pemenuhan bagaimana Panti menyeluruh efektivitas dan hak anak asuh di
Hak Anak Asuh | Asuhan Bahtera akibat hak-hak hak-hak anak Panti Asuhan Bahtera
Di Panti Kasih melakukan anak di panti memberikan Kasih Semarang
Asuhan kewenangannya asuhan Bahtera kesejahteraan dan | sedangkan penelitian
Bahtera Kasih | memenuhi hak-hak | Kasih Semarang. | kesetaraan ini hanya beda di
Semarang anak asuh layaknya terhadap anak- bagian daerah dan
Berdasarkan keluarga, panti anak yang di berfokus pada hak-
Undang- asuhan seharusnya lantarkan orang hak anak asuh di
undang Nomor | anak asuh tua dan bagaimana | Panti Asuhan
35 Tahun 2014 | mendapatkan perlakuan negara | Lhokseumawe.

Tentang
Perlindungan
Anak

pengasuhan yang
memadai sebagai
manifestasi peran
Lembaga Sosial
yang bertujuan
memberdayakan
dan
mensejahterakan
anak asuh baik fisik
dan mental dan
mengetahui kendala
Panti Asuhan
Bahtera Kasih
Semarang dalam
pelaksanaan
pemenuhan hak
berdasarkan
Undang-undang
Nomor 35 Tahun
2014 Tentang
Perlindungan Anak
dan bagaimana
upaya
mengatasinya.

terhadap anak
dilantarkan
melalui panti
asuhan.

9 Panoto, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih
Semarang Berdasrkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, 2019.
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Fungsi dan kewenangan panti asuhan adalah memberikan
perlindungan, tempat tinggal yang aman, serta akses pendidikan formal dan
non-formal (keterampilan) bagi anak-anak. Dengan pendidikan yang baik,
anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih
cerah dan mandiri.

Panti Asuhan Muhammadiyah merupakan panti asuhan yang
memberikan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan
sistem kerja terstruktur dan koordinasi antarbidang untuk mewujudkan visi
dan misi secara efisien. Pembagian tugas yang jelas antar pengurus
mendukung terciptanya kerja sama yang baik. Panti Asuhan Muhammadiyah
Lhokseumawe, bidang pengasuhan memegang peran utama dan menjalankan
kebijakan sesuai hasil musyawarah pengurus. Untuk hal teknis dan insidentil,
bidang ini dapat mengambil keputusan langsung selama tetap sesuai dengan

format yang telah disepakati oleh pengurus.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana
yang akan diterapkan dalam penelitian.1? Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis empiris atau pengkajian lapangan (field research).
Pengkajian yuridis empiris yaitu studi hukum yang fokus pada bagaimana
ketentuan hukum normative diterapkan secara in action dalam kehidupan
nyata dalam masyarakat melalui peristiwa-peristiwa hukum tertentu.11

Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum
menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian
dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat,

meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari

10 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Buku Panduan Akademik, Unimal Press,
Lhokseumawe, 2016, him. 106.

11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Pengkajian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hlm. 134.
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hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat
pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan
wawancara.!?

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan
untuk mengumpulkan data sekunder melalui literatur-literatur, tulisan-
tulisan pakar hukum, dokumen resmi, dan hasil penelitian sebelumnya dan
penelitian lapangan dengan wawancara. Analisis data dilakukan dalam 3 tahap
yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan

kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Kota
Lhokseumawe

Pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Kota
Lhokseumawe mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014, yang menjamin hak
hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan
perlindungan dari kekerasan. Anak-anak panti, yang umumnya dalam kondisi
rentan, memerlukan perhatian khusus. Meskipun perlindungan hak telah
diupayakan, pelaksanaannya belum optimal. Beberapa hak anak yang telah
diusahakan antara lain:

1. Hak atas Pendidikan, Panti Asuhan Muhammadiyah memfasilitasi
pendidikan anak melalui kerja sama dengan sekolah formal dari
jenjang SD hingga SMA. Anak-anak juga didorong mengikuti
pendidikan keagamaan dan keterampilan non-formal. Namun, data
menunjukkan penurunan jumlah anak bersekolah, yang diduga terkait
dengan berkurangnya penghuni panti akibat faktor ekonomi.13

2. Hak atas Kesehatan, Anak-anak panti menerima layanan kesehatan
dasar seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan pengobatan saat sakit

12 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2012, hlm 34.

13 Eko Siswanto, Pembinaan Akhlakul Karimah Anak di Panti Asuhan “Ar-Fakhrudin”
Muhammadiyah Ponorogo, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
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melalui kerja sama dengan Puskesmas. Namun, keterbatasan dana
menjadi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan lanjutan..14

3. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi, Pengasuh
panti berperan dalam membina dan mengawasi perilaku anak. Meski
belum sepenuhnya berbasis pendekatan hak anak, sebagian besar
pengasuh telah menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan anak
dengan mencegah kekerasan fisik dan verbal.1>

4. Kegiatan Sosial dan Pengembangan Diri, Panti memberi ruang bagi
anak untuk berpartisipasi kegiatan sosial kepemudaan, gotong royong,
dan lomba antar panti, sebagai bentuk penghargaan atas pendapat dan
partisipasi anak. Namun, keterbatasan fasilitas, pengasuh, dan
pendampingan psikologis menjadi kendala. Dukungan lebih dari
pemerintah dan masyarakat masih dibutuhkan untuk mengoptimalkan
pemenuhan hak anak.16

5. Hak atas identitas dan partisipasi, Panti asuhan mulai menyadari
pentingnya memberi ruang bagi anak untuk menyuarakan pendapat,
meskipun partisipasi dalam pengambilan keputusan masih terbatas.
Pemenuhan hak identitas seperti akta kelahiran juga terkendala oleh
minimnya data anak saat masuk ke panti.

Pelaksanaan perlindungan anak idealnya dilakukan secara
komprehensif dan berkelanjutan agar anak-anak yang berada di dalam
pengasuhan lembaga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.l” Sejalan
dengan Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 negara dan pemerintah wajib
menjamin hak anak tanpa diskriminasi. Di Panti Asuhan Muhammadiyah
Lhokseumawe, perlindungan anak diwujudkan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar seperti gizi, tempat tinggal, pendidikan, pakaian, dan
pembinaan rohani. Pengasuh menerapkan pendekatan kekeluargaan untuk
menggantikan peran orang tua, meskipun sistem asuh kolektif ini masih

terkendala keterbatasan SDM dan fasilitas.!8

14 Global Health Science Group, Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Anak melalui
Manajemen Panti, PSNPKM Journal 2024.

15 Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Anak di Panti Asuhan
Palembang, EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 3, no. 3 Maret 2024.

16 Rifa Nadiatussidqa, Strategi Pembinaan Perilaku Sosial Keagamaan Anak Asuh di
Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh, Skripsi, USU Aceh, 2024.

17 Shafadila Muthia, Dahlia Haliah, dan Ardiansyah, Upaya Perlindungan Hukum Panti
Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya dalam Memenuhi Hak Pemeliharaan Anak, ResearchGate, 2022.

18 Nuraini, Perlindungan Anak dalam Lembaga Pengasuhan. Jurnal Ilmu Hukum dan
Sosial, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 123.
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Panti asuhan menerapkan pendekatan religius dalam pengasuhan
sebagai benteng moral dan pembentuk karakter. Anak dibiasakan mengikuti
kegiatan keagamaan seperti mengaji, shalat berjamaah, dan pengajian, yang
memperkuat keimanan serta menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan
empati.l®

Pelaksanaan perlindungan hukum anak secara administratif masih
terkendala, terutama akibat minimnya dukungan ekonomi dari pemerintah.
Panti menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial, lembaga keagamaan, dan LSM
untuk pembinaan keagamaan, konseling, dan pelatihan karakter. Namun,
pemenuhan hak anak tetap menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana,
kurangnya pelatihan pengasuh, dan lemahnya pengawasan pemerintah
daerah.?0

Pelaksanaan hak anak di panti asuhan Lhokseumawe belum optimal.
Sebagian anak masih kurang mendapat ruang berpendapat dan belum tersedia
sistem pengaduan yang ramah anak. Meski perlindungan hak anak telah
berjalan, masih diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas
pengasuh, partisipasi anak, serta peran aktif pemerintah dalam pembinaan

dan pengawasan.

b. Faktor-Faktor Kendala dan Upaya Tidak Terlaksananya Hak Anak di
Panti Asuhan Kota Lhokseumawe
Meskipun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Panti
Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe telah dilakukan dengan mengacu pada
prinsip-prinsip dasar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, namun dalam implementasinya masih dijumpai berbagai

19 Azwar, dan Muhammad, Pengasuhan Berbasis Nilai Religius di Lembaga Sosial Anak,
Lhokseumawe, STISIP Malikussaleh Press, 2022.

20 Ramadhani Fitria, Evaluasi Pelaksanaan Hak Anak di Lembaga Pengasuhan Anak di
Aceh, Jurnal Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial, Vol. 5, No. 2. 2022, hlm. 112-118.
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hambatan yang mengakibatkan hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi
secara optimal.?!

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe, antara lain
adalah sebagai berikut:

A. FAKTOR INTERNAL

Keterbatasan anggaran operasional panti yang bergantung pada donasi
masyarakat dan organisasi keagamaan menyebabkan pemenuhan hak anak
belum optimal. Layanan seperti kesehatan jiwa, pendidikan tambahan,
pelatihan keterampilan, dan kegiatan rekreatif masih minim. Akibatnya,
perlindungan anak bersifat subsisten dan belum mencerminkan pendekatan
holistik sesuai Pasal 4 dan 21 UU Perlindungan Anak.?2

Panti asuhan masih kekurangan tenaga profesional di bidang psikologi,
konseling, dan pendidikan berbasis hak anak, padahal banyak anak
membutuhkan penanganan psikososial jangka panjang. Kolaborasi dengan
lembaga pendidikan, kesehatan, dan psikososial masih minim, sehingga akses
anak terhadap layanan seperti konseling, pelatihan vokasional, dan kesehatan
mental sangat terbatas.?3

Pendanaan yang bergantung pada donasi tanpa subsidi tetap membuat
program pengembangan anak di panti tidak berkelanjutan. Dampaknya
terlihat pada menurunnya kualitas gizi, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan.
Situasi darurat seperti pandemi makin memperburuk kondisi, menyoroti

tingginya kerentanan finansial dalam pemenuhan hak anak.

B. FAKTOR EKSTERNAL

21 Rusydiana Kurniawati Linangkung, Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam
pengasuhan alternatif, studi di panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam di Kota
Mataram Skripsi, UIN Mataram, 2022.

22L,embaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Laporan Tahunan Perlindungan
Anak di Indonesia, 2021, hlm. 45.

23 Muhammad Fachri Said. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia”. Jurnal Cendikia Hukum. Vol. 4. No.1, 2018. Hlm 78.
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Pengawasan pemerintah daerah terhadap LKSA masih lemah meski
telah diatur dalam perundang-undangan. Panti Asuhan Muhammadiyah
Lhokseumawe jarang mendapat pembinaan dari Dinas Sosial, sehingga tidak
memiliki standar pelayanan minimum yang terverifikasi. Tanpa pengawasan
dan evaluasi, banyak kegiatan berjalan tanpa perbaikan sistematis. Padahal,
pengawasan aktif pemerintah sangat penting untuk memastikan perlindungan
anak berjalan efektif di lapangan.

Fungsi pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan secara
berkala oleh Dinas Sosial belum terlaksana secara maksimal. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sumber daya pengawas, serta belum
optimalnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, dan penyelenggara panti. Lemahnya pengawasan mengakibatkan
banyak aspek pengasuhan dan perlindungan anak di panti yang tidak
terstandarisasi secara baik.?*

Anak panti sering mengalami stigma sosial dan kurang diberi ruang
untuk menyampaikan pendapat, yang berdampak pada kepercayaan diri dan
identitas mereka. Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 dan 13 UU
Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk didengar dan bebas dari
diskriminasi.?>

Sebagian besar pengasuh panti belum mendapat pelatihan memadai
tentang pengasuhan berbasis hak anak, psikologi perkembangan, dan
komunikasi empatik. Pola asuh cenderung otoriter dan minim dialog, sehingga
hubungan dengan anak kurang sehat. Tanpa kemampuan khusus seperti
konseling atau deteksi masalah psikologis, pengasuhan dilakukan secara
konvensional dan berisiko menghambat perkembangan emosional anak,

bahkan menimbulkan trauma jangka panjang.2¢

24Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Evaluasi Nasional Lembaga
Pengasuhan Anak, 2022, hlm. 17.

2sMuhammad Japar dkk. Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif
Pendidikan. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1. No.3, 2024. Hlm 410-419.

26Kementerian Sosial RI, Pedoman Layanan Psikososial Anak di Lembaga Pengasuhan,
2020, hlm. 27.
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Keterbatasan anggaran menurunkan kualitas pengasuhan, mengurangi
perhatian terhadap kebutuhan emosional, sosial, dan akademik anak, serta
berisiko menyebabkan pengabaian hak. Belum adanya mekanisme pengaduan
yang aman membuat kasus kekerasan sulit terdeteksi. Pembentukan unit
pengaduan dan kerja sama dengan lembaga perlindungan anak menjadi
langkah penting. Adapun upaya yang belum optimal dalam pemenuhan hak
anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe meliputi beberapa hal
berikut:

1. Minimnya Pengawasan dan Pelatihan Pengasuh, Menunjukkan
kebanyakan pengasuh tidak mendapatkan pelatihan memadai.
Minimnya pengawasan internal maupun eksternal meningkatkan
risiko kekerasan dan pengabaian. Hak perlindungan dan keamanan
anak terganggu; trauma fisik dan psikologis muncul tanpa
penanganan.?’

2. Keterbatasan Pendanaan dan Sumber Daya, Panti banyak bergantung
pada donasi sukarela, tanpa dukungan operasional formal dari
pemerintah. Hal ini membatasi kemampuan panti dalam melaksanakan
hak dasar anak secara konsisten. Layanan nutrisional, pendidikan,
kesehatan, dan psikososial tidak optimal karena keterbatasan biaya.?8

3. Pengawasan Eksternal dan Internal Kurang Efektif, Tanpa inspeksi

rutin dari
Dinas Sosial atau pemerintah daerah, kualitas layanan dan
perlindungan terhadap anak tidak dapat dijamin. Tanpa audit berkala,
banyak masalah pengasuhan yang tetap terjadi tanpa intervensi.??

4. Kurangnya Pengawasan dan Pencegahan Kekerasan, menyimpulkan
bahwa kegagalan dalam memberikan pelatihan kepada pengasuh dan
minimnya pengawasan internal maupun eksternal memicu kasus
kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual terhadap anak

asuh. Hak atas keselamatan dan perlindungan anak sering terabaikan.
30

27 Avrilia Chrisna Ayu Putri , Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Anak di Panti Asuhan Yayasan Bumi Damai, 2025

28 Reza Wahyu Widagdo & Diana Tantri Cahyaningsih, Problematika Peran Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pelaksanaan Perwalian, 2022

29 Hasnah Aziz Putri Hafidati & Imam Rahmaddani, Perlindungan Hukum bagi Anak
Panti Asuhan dalam Memperoleh Akta Kelahiran di Kota Tangerang, 2021.

30 Fahlevi, Pencegahan Kekerasan Anak di Panti Asuhan Palembang, 2024.
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4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hak anak di
Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe secara umum telah sesuai
dengan UU No. 35 Tahun 2014, terlihat dari pemenuhan hak dasar seperti
pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta pembinaan moral dan agama.
Namun, terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi, antara lain
keterbatasan dana, minimnya jumlah dan kompetensi pengasuh, lemahnya
pengawasan dari Dinas Sosial, serta rendahnya partisipasi anak dalam
pengambilan keputusan. Dana operasional yang terbatas hanya berasal dari
Dinas Sosial dan donatur tetap juga tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh
kebutuhan anak maupun renovasi fasilitas. Oleh karena itu, pihak panti perlu
lebih memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan kualitas

pengasuhan.
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